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ME?lIMBANG 

MENGINGAT 

,··. 

•'. . . ·. . . 

PERA.TU.RAN MENT :£RI KESEHAi'AN REPUBLIK UIDONESIA •. 

NOMOR ·: . 28/MEN.KES/PBRfI/1978 

TE~iTANG . 

PENYIMPANAN NARKOTIKA 

· MENTEHI . KESEHATAN EIBPUBLJK INDONESIA, 

a. bahwa penyimpanan narkotika perlu dian:ankan dari kem1µ1gkinan ~er­

jadinya p~_nc4nan, periyelewencan, pemb,o~gkamn atau. perampokan; 

b~ bahwa oleh :karena itu perl~ . ditetapkan . pera.t~ran pe.riylmp8.nan . nar- . 
. . - .. . ~ . . . . . . . . . . .. . ' . 

kotik:a. ·· aeba@i pela.ksanaan ~sal ·16 ' undar~-und~rig ;Nomor 9 Tahun ·· 
1976 tent ang Na rkot i ka. 

. . 

: . 1. Unda~-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tamoohan Lembaran Ne~ara 

Nomor 2068 ) ; 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 te.ritang Farmasi '· (i.~mbari!.n Negare 

Tahun 1963 Nomor 81, Tamba.han . Le~bara~ Negare ~fomor -: 2580); 

). Undang-Llndang Nomor 9 Ta.bu n .1976 tentang Narkotika (LembP<ren 

Negara Tahun 197() Nomor 37, Tam~an ~lllbaran Negara Nomor)o86); . . .. . : . ' . . . -.·.·. ,... . ··" . 

. . . . 

Pokok-pokok Organiaasi Da partemen; : ·: -:·. ·.· . 
. . . · .. ,· 

. · ... :··. 
5. Keputusan P:reside:n Republik · IndQnesia Nomor 45 , TahWi 1974 t 'entang 

· · Susunan Orga.nisasi Departemen. _ 

J4 E Jl 'U T _u s ici N 
. .. . 

.. . 
~ .MENETAPKAN .. ·-: . PERATURAN .MEN'rERI KESEHATAN REPUBLIK · I NlJoni:SIA .TENTANG l'ENYDIPANAit .· 

: ·'· . ·. . . 

• 

B A 13 I •......•...... -. e • 
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BAB I 

KETENTUAN UMIDII 

Pasal 1 

Yang dinn ksud dnlnm Pero. turan Mente ri Ke seha. to.n ini dengo.n 

-- -- ----

a. "Pedagang besar farmasi, pa brik fo.rmasi C.an dokter11 adalah sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 1 Undnng-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Narkotika; 

---- -

b. 11Importir11 adalah perusahaan yang memiliki izin khusus impor sebagaimana 

yang 'qimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Nar­

kotika; 

c. 11 LAmbaga 17 adalah lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pcndiclikan dan lembaga 

rehabilitasi; 

d. "Apotik" adalah apotik s eba5aimana · yane; dimaksud dalam Peratura.n Pem~- · 

rintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik; 

e. "Rumah Saki t" a dalah rumah sakit pemerintah dan rumah saki t swasta; 

f. "Unit pergudanean11 a dala.h sarana penyimpanan perbekalan kesehatan milik 

pemerintah ya ng memiliki izin khusus; 

g . "Puskesmas" adalah unit pelayanan keseha tan masyarakcit t erintegrasi yang 

berfun.gsi memberikan pelayanan kesehatan, perawatan~ penyuluhan dan tinda-
• J 

kan kearah penanggulangan penyakit mentilar; 

11. "Izin khusus" adalah izin khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 

ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 

i. 11Menteri" adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

Pasal · 2 
"-. 

Instalasi keseh.ata~ yang dipersamakan dengan puskesmas adalah balai kesejah-

teraan ibu dan anak, baled pengobatan dan ruma.h bersalin. 

BAB II PENYIMPANAN 



... 

•. 

-~~ . ...;------=-"';:' :====-=·=~"""--·-· -

3 

BA B II 

PENYIMPANAN 

Pasal 3 

(1) Importir, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi dan unit pergudangan 

harus mempunyai gud2ng khusus untuk menyimpan narkotika. 

(2) Gudang yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuh.i persyara.tan sebagai 

beriku.t 

a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai satu pintu denga.n 2 (dua) 

buah kunci yang kuat dengan merek yans berlainan ; 

b. langit-langit dan jendela dilengkapi denea,n jeruji besi; 

c. dilengkapi dengan lema.ri besi yang bera tnya tidak kurang dari 150 kil.o­

gram dan mempunyai kunci yang kuat. 

Pasal 4 

(1) Importir, pedagang be sar farmasi, pabrik farmasi dan unit pergudangan 

harus menyimpan narkotika di dalam gudang seba~airnana yang dimaksud do.lam 

pnsal 3 dan dikunci dengan baik. 

(2) Bahan baku narkotika dan sediaan-sediaan morfina, petidina dan garam-gnram­

nya harus disimpan dalam lema.ri besi seperti yang tercantum pada pasal 3 

ayat (2) c dan dikunci denean baik. 

(3)- Gudang dan lemari tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain nar­

kotiko. ~ kecuali di tenttikah lain oleh Menteri. 

· (4) Gudang yang tercantum dalam pnsal 3 tidcik boleh dimEi.suki Oleh orang lain 

·tanpa iz:ln pehanggurig jawa b.. 

(5) Anak kunci gudang dan anak kunci lerrnri besi dikuasai oleh .penanggung jawab 

at~u pegawai lain yang dikuasakan. 

Pasal 5 

( 1) Apotik dan ruma.h saki t harus memiliki· tempat khusus untuk menyimpan nar­

kotika 
, :; 

(2) Tempat •oo•••••o•oce 
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(2) Tempat khusus pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 

a. harus dibuat selur~hnya dari kayu atau bahan lain yang kuat; 

b. harus mempunyai ku.rici yang kua ~; • 
c. dibagi dua m::. sing-rnasing den5an kunci yang berlainan; bagian pertaoa. .di­

pergunaknn uhtuk mohyiopan morfina, petidina dan caram-eara.mnya serta . 
persediaan narkotika; ba3ian kadua dipe rgunakan untuk menyimpan narko­

tika lainnya ynnB dipakai sehari-hari; 

d. apabila tempat khusus tersebut uerupa lemari berukuran kurang dari 40 x 

80 x 100 cm, maka lernari tersebut hnrus dibaut pada tembok atau lantai. 

Pasal 6 

(1) Apotik dan ruma.h sakit harus menyimpan narkotika dalam tempat khusus se­

bage..i~!2e. ~m..ne; dimaksud dnlam p:::i.sal 5 dan harus dikunci dengan baik; 

(2) Lemari khusus tidetk boleh dipergunakan untuk menyimpan bara.ng lain selain 

narkotika, kecuali di tentukan lain oleh rJenteri. 

(3) Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh pehanggung jawab atau pegawai 

lain yang diktmsakan . 

(4) Lemari khusus harus ditaruh ditempat yarig aman dan tidak terlihat ol~h 

umum. 

Pasal 7 
Ruangan peraw~tan di rumah sakit, lembaga dan puskesmas harus memiliki tempat 

untuk menyimpan .narkotika dengan persyaratan sebagai berikut 

a. dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat; 

b. mempunyai kunci yang kuat ; 

c. kunci harus dikuasai oleh pennnggung jawab atau pegawai lain yang dikuasa­

kan; 

d. tempat menyimpan harus aman dan tidak terlihat oleh umum. 

Pasal . 8 

Dokter harus menyimpan narkotika dalam satu tempat yang mempunyai kunci dan 

kuncinya dikuasai oleh dokter t ersebut. 

BAB III •. •.. ..•••. . 
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B A B III 

NAlli<OTIKA YANG RUSAK 

• .. Pasal 9 

(1) Pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik dan dokter dapat memusnah-

_. •· kan narkotika yang rusak ntnu tidak memenuhi syarat lagi. 

(2) Pemusnahan narkotika ycng telnh nrnnk hnrus disaksiknn oleh 

a. petugas Direktorat Jenderal Pene;a.wa san Obat do.n Mnkanan untuk importir, 

pnbrik farrnnsi dnn unit per gudangan pusat ; 

b. petugas Kantor Wilayah Departemen Keseba tan untuk pe c~agang besar" farmasi 

penyalur narkotika, lembaga dan: unit pergudnngan propinsi; 

c. petugas Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II untuk apotik, rumah sakit, 

puskesmas dan dokter. 

(J) Pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik atau dokter yang memusnah­

kan narkotilm harus membua t beri ta acara pemusnahan paling sediki t rangkap 

3 ( ti e;a). 

( 4) Be ri ta acara pemusnnhan memua t : 

a. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan; 

b. nama pemegane; izin khusus, apoteker · pimpinan apotik atau dokter pem:i.lik 

narkotika ; 

C• na:na seorang sQ.ksi da ri pemcrintah dan seorang saksi lain da:toi perusaha­

an atn u badan tersebut; 

d. hama dan jumlah 'narkotika yang dimusnahkan; 

e. caro pemusnahan; 
• f • . tanda tangnn penanggung jawab apotik/pemegan,g izin khusus, dokter pe-

milik narkotika dan saksi-saksi. 

(5) Be:r!ita ~cnra tersebut harus dikirimkan kepada : 
• 

a. Di~ek~orat Jenderal Pengawasan Obat dan Maknnan; 

b. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan propinsi setempat. 

':: 

B .. l\B IV • o • • • • • • • • • • •• 

-
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BAB IV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 1o 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dnlam pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dipidana 

dengan pidana dendn setingci-tin~ginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(2) Pelanggaran terhadap ketentua.n dalam pasal 9 dipidana kurungan selama.':"lama­

nya 1 (satu) tahun dan dendn sotine0i-tincginya Rp. 1.000.000.- (satu juta 

rupiah) . 

:SA B V 

KE 'IE NTUAN PE RALIHAN 

Pasal 11 

Kepada pihak--pihak yang disebut dalam pasal 1 huruf (a) ., (b), (c), (d), (e), 

(f), da.n ( ::; ) Pera tttran r.Ienteri Kesehatan ini, yang sudah ada sebelum Pera.turan 

lienteri irli berlaku, diberi kesompatan selambat~lnmbatr1ya. 6 (enam) "t;~len un.:tuk 

memenuhi ketentuan dalam Peratura.u Menteri Kesehatan ini terhitung sejak tang­

gal Peraturan filenteri Kesehatan ini ditetapkan. 

B A B VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Surat keputusan ini berl aku sejak tangc;al oitetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini den_ga.n penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

,. 

Di tetapkan di 

Pada tane:eal 

JAKARTA 

26 Januari 1978 

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

s s y ) 


